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ABSTRAK
Maraknya kejahatan terkait penyalahgunan narkotika menjadi permasalahan bangsa-bangsa di dunia terlebih lagi di negara kita ini Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam ringkup nasional maupun bagi dunia inernasional. Oleh karena itu, hukuman bagi pengguna narkotika dinilai tidak efektif diperlukan upaya hukum lainnya. Pasal ini menjelaskan bahwa pidana penjara sanksi tidak memiliki efek jera, oleh karena itu sanksi harus mencakup pengobatan dan rehabilitasi sosialBerdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat jurnal ilmiah berjudul “Penerapan  Pidana Atau Rehabilitasi Terhadap Kepastian Hukum Pengguna Narkoba”. Terkait Jurnal ilmiah ini, penulis menjelaskan permasalahan bagaimana penerapan hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia. Terkait Jurnal ilmiah ini, penulis menjelaskan permasalahan bagaimana penerapan hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia dan bagaimana sistem hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
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ABSTRACT
The rise of crime related to narcotics abuse is a problem for nations in the world, especially in our country. Narcotics abuse can certainly cause physical damage, mental health, emotions and attitudes in society. The problem of narcotics abuse has threatened society and the nation so that it becomes an organized crime in the national and international scope. Therefore, punishment for narcotics users is considered ineffective, requiring other legal remedies. This article explains that imprisonment sanctions do not have a deterrent effect, therefore sanctions must include medical treatment and social rehabilitation. the problem of how to apply criminal law regarding the regulation of narcotics crimes in Indonesia. Related to this scientific journal, the author explains the problem of how to apply criminal law regarding the regulation of narcotics crimes in Indonesia and how the criminal law system deals with the regulation of narcotics crimes in Indonesia. The data sources used in this study include primary legal materials, secondary legal materials and legal materials. tertiary.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Dampak negatif kejahatan narkotika terhadapkehidupan manusia sangat dahsyat. Cenderung merusak masa depan generasi bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Baik aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan pertahanan keamanan. Aspek yang terkait dengan karakter manusia, ke bidang pendididan, mulai dari kampus, SMU, sampai kepada murid-murid sekolah dasar, bahkan dikalangan artis, eksekutif, dan pengusaha pun telah pula dijejali para pengedar bubuk iblis tersebut, dengan demikian, maka pemerintah bersama segenap warga masyarakat harus sungguh-sungguh berusaha menanggulangi ancaman bahaya narkotika tersebut. Sangat merisaukan bila kelak generasi muda dari bangsa ini tidak dapat keluar dari pengaruh ancaman bahaya narkotika jika tidak ditangani dengan serius oleh semua pihak, terutama kondisi masyarakat yang telah terkena polusi narkotika pada saatnya akan merambah kepada hancurnya ranah perilaku, dan karakter bangsa. 

Berbagai negara kini telah tergerak membangun komitmen untuk memberantas narkoba. Melalui berbagai organisasi internasional telah dikembangkan upaya pencegahan dan pemberantasan. Ditengah gencarnya mafia narkoba dunia yang terus melancarkan aksinya bagai tak kunjung reda. Sejalan dengan itu berbagai terobosan telah digulirkan. Terkait dengan strategi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. (P4GN).

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan jasmani dan rohani, gangguan fungsi sampai kerusakan organ vital seperti otak, jantung, hati, paru-paru, dan ginjal, serta dampak sosial termasuk putus kuliah, putus kerja, hancurnya kehidupan rumah tangga, serta penderitaan dan kesengsaraan berkepanjangan.

Pelaku yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum merupakan pelaku kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.
 Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana.
 Terhadap penyalah guna narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan penandatanganan peraturan bersama terkait penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Karena hukuman bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika disepakati berupa tindakan rehabilitasi. Dalam konstruksi UU Narkotika, penyalah guna diancam pidana tapi tidak  ditahan dan juga tidak dihukum penjara. Mereka bersalah secara pidana dan dapat dihukum. 

Tetapi mereka wajib dihukum dengan hukuman menjalani rehabilitasi. Agar tidak menjadi penyalah guna terus menerus. Kalau dihukum penjara tanpa layanan rehabilitasi justru akan menjadi pecandu.
 Paradigma baru ini selaras dengan konvensi-konvensi internasional tentang narkotika yang menekankan penanganan narkotika dengan pendekatan seimbang antara pendekatan demand (pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi) dan supply (pemberantasan jaringan peredaran gelap) serta memberikan alternatif penghukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Ketentuan tersebut di atas sudah diadopsi dalam Pasal 4 UU Narkotika yang menjelaskan bahwa  tujuan undang-undang narkotika, yaitu :
a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;

c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika.

Namun, kenyataannya sepuluh tahun terakhir penegak hukum khususnya hakim gencar memasukan penyalah guna dan pecandu  ke penjara. Sangat jarang penyalah guna dihukum rehabilitasi. Padahal hukuman rehabilitasi statusnya sama dengan hukuman penjara dalam sistem hukum kita. Dan hakim berwenang sekaligus berkewajiban menjatuhkan hukuman rehabilitasi, baik terbukti maupun tidak terbukti bersalah terhadap terdakwa penyalah guna untuk diri sendiri. Maka dari itu, apa yang diteliti dalam penelitian ini mengenai upaya rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika. Tindakan rehabilitasi dirasa lebih efektif diterapkan daripada pidana penjara terhadap penyalah guna narkotika, tentunya tetap melalui aturan-aturan yang telah diberlakukan. Upaya Rehabilitasi diatur dalam Pasal  54 UU Narkotika, yang berbunyi : “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Penelitian ini dilakukan karena terhadap penyalahguna narkotika seringkali oleh hakim dijatuhkan pidana penjara daripada tindakan rehabilitasi. Terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah diterapkan  pidana penjara, sedangkan terhadap orang kalangan menengah ke atas diterapkan tindakan rehabilitasi, padahal pasal yang dilanggarnya sama, yaitu Pasal 127 UU Narkotika.Hal inilah yang dijadikan permasalahan penelitian yang pertama  karena  dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam UU Narkotika yang sering digunakan penuntut umum terhadap penyalahguna narkotika, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, 112, 114, dan 127.
 Pasal 111, 112, dan 114 cenderung ditempatkan dalam dakwaan primair. Selain unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, hal ini membawa konsekuensi tertutupnya kemungkinan bagi penyalah guna ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis.
 Berbeda halnya apabila pasal yang diterapkan dalam dakwaan primair adalah Pasal 127 yang memberikan pedoman bagi hakim menempatkan pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. 

Dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana, hakim diharuskan tidak memihak, yang mengandung makna hakim menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak asasi manusia khususnya tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (equality before the law).
 Dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini permasalahan kedua yang diteliti berkisar pada apakah akan di terapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan penentuannya sepenuhnya berada ditangan hakim. Sebab dalam ketentuan undang-undang narkotika memberikan kewenangan pada hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Dalam menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi, hakim diharuskan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yuridis yang berlaku serta dayagunanya.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan ditulis dalam penelitian Jurnal ini, sebagai berikut:
1. Bagaimakah kontruksi hukum terhadap penyalahgunaan bagi pengguna/ diri sendiri?
2. Bagaimakah pertimbangan hakim menerapkan sanksi asas double track system?
METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif (normative law research) merupakan jenis penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Objek kajian dalam penelitian hukum normatif tentang kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.
 Studi kasus normatif yang digunakan dalam jenis penelitian hukum normatif (normative law research) berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang sehingga dapat dikatakan penelitian hukum normatif memiliki fokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandinganhukum dan sejarah hukum.
 Penulisan Jurnal ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan Untuk mengetahui dan menganalisispertimbangan hakim nenerapkan sanksi asas double track system.

PEMBAHASAN
Konstruksi Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri


Pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Perbuatan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15). Sedangkan pecandu narkotika, sebagaimana dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13).

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat 4 (empat) pengertian pengguna narkotika yaitu pecandu, penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Pecandu narkotika diartikan orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Korban penyalahgunaan narkotika diartikan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam menggunakan narkotika.

Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Merujuk kepada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat diartikan pasien adalah seseorang yang diberi hak memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011). Dimana dalam Pasal 13 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selanjutnya disebutkan dalam ayat 4 bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.


Dalam menangani pecandu narkoba, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka. Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Tentu hal ini harus berlandaskan pada adanya pemahaman dan kesepakatan bersama bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius bangsa dan musuh bangsa. Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional. Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/ III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. 

Dengan demikian pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara melainkan bermuara di tempat rehabilitasi, karena sanksi bagi pecandu disepakati berupa rehabilitasi. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam kaitan ini diharapkan penyalah guna narkoba akan dijerat dengan pasal penyalah guna saja (Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana hakim dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi.

Dalam penerapan pidana terhadap penyalah guna narkotika untuk dirinya sendiri, juga berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Selain itu, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011. Salah satu alasan dikeluarkannya SEMA tersebut adalah permasalahan tentang pecandu, korban penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat. Dikeluarkannya SEMA ini sebagai bentuk penegasan bahwa terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan penempatan pada tempat tertentu yaitu dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penempatan yang sebenarnya sudah diakomodir dalam Penjelasan Pasal 21 (4) huruf b KUHAP, Pasal 54, 55, sampai dengan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011.
Double Track System dalam Perumusan Sanksi

Berbicara tentang ide dasar double track system, bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini, sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana. Literatur yang ada tidak pernah memberikan penegasan eksplisit soal gagasan double track system, namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan ide dasar double track system tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo klasik.


Khususnya dalam hal penetapan jenis sanksi ini, semula hanya dianut single track system. Aliran klasik pada prinsipnya hanya mengatur single track system, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana (punishment). Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto menyatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana.
 Aliran ini muncul pada abad XVIII yang berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daad-straftrecht). Karenanya, sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (the definite sentence), artinya penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan.


Pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat memunculkan aliran neo-klasik yang menitikberatkan konsepsinya kepada kebebasan kehendak manusia (doctrine of free will). Pada sekitar tahun 1810 mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran neo klasik memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menetapkan pidana penjara antara batas minimum dan maksimum yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian sistem the definite sentence ditinggalkan dan beralih kepada sistem the indefinite sentence. Ciri dari aliran neo klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan (mitigating circumstances) baik fisikal, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan. Bermuara dari konsepsi kedua aliran hukum pidana tersebut, lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:
a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal); 

b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; ’tiada pidana tanpa kesalahan’); 

c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (daad-dader straafrecht). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan yang relatif lebih bermuatan pendidikan daripada penderitaan. Pada abad XIX lahirlah aliran modern yang mencari sebab kejahatan dengan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Andaipun digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Karenanya, aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan 
Dalam perkembangannya kemudian, aliran neo klasik yang juga menitikberatkan konsepsinya kepada kebebasan kehendak manusia telah berkembang selama abad XIX yang mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana (treatment). Aliran neo klasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum, tidak realistis dan bahkan tidak adil. Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri dari aliran neo klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Bentuk perlindungan berupa pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika yang dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi merupakan salah satu realisasi dari bentuk “treatment” bagi pelaku kejahatan yang merupakan pemikiran dari aliran neo klasik.

Sudarto menyatakan sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep double track system. 

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J.E. Jonkers, sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

PENUTUP
Terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengaturnya dalam Pasal 127 (1), (2) dan (3), penerapan pidana hakim mengacu kepada SEMA Nomor 4 Tahun 2010, serta peraturan bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Penyalah guna narkotika untuk dirinya sendiri seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan dilakukan rehabilitasi, namun dengan penerapan Pasal 111, 112, dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyebabkan penyalah guna narkotika untuk dirinya sendiri harus menjalani pidana Sehubungan penyalah guna narkotika untuk dirinya sendiri yang tertangkap sebelum melakukan penyalahgunaan narkotika, dapat diterapkan ketentuan percobaan penyalahgunaan narkotika. 
Untuk dapat terjadinya kesamaan persepsi dalam penerapan pidana penyalah guna narkotika untuk dirinya sendiri oleh aparat penegak hukum perlu direkonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 132 (1) menjadi: Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, 127, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.
Salah satu permasalahan yang timbul akibat banyaknya istilah pengguna Narkotika adalah kerancuan pengaturan, yaitu dalam Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 dikatakan “UU Narkotika bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”, namun dalam Pasal 54 UU tersebut disebutkan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan Pasal 54, hak pengguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. Ketentuan sanksi bagi pengguna narkotika dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU penggantinya (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) menganut asas double track system berupa kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Namun, pada kenyataannya hakim lebih sering memberikan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkotika daripada menjalani rehabilitasi. Untuk itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke dalam Panti Terapi atau Rehabilitasi.
UU No. 35 Tahun 2009 memuat sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan bagi pengguna narkotika. Karena itu, hakim seharusnya lebih banyak memutus sanksi berupa rehabilitasi bagi pengguna narkotika, yang juga dianggap dapat memutus hubungan dengan jaringannya. Untuk itu, Pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana serta menambah jumlah tenaga pendamping/konselor dalam program rehabilitasi. Sanksi berupa menjalani rehabilitasi juga menjadi salah satu pemecahan dari permasalahan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang sudah overload. Di samping itu, berkaitan dengan keberagaman istilah pengguna narkotika dalam UU No. 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, perlu dilakukan revisi terhadap UU tersebut, agar penerapannya dapat berjalan efektif.
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